
BI'PATI PI'RWORF^'O
PROVIITSI JAWA TEI| G/III

PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMORE,I TAHUN A'2I

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKII."AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWORE.'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^'O,

Menimbarg

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentual Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan darl Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daeral
KabuF,aten Purworejo;

1. lasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Re publik Indonesia Ta}lun 1945;

2. Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang
Pembenh:kan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lh4glgrn Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahr:n t95O Nomor 42);;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu! 2Ol4 Tentarg
Pemerintahan Daera_h(I€mbaran Negara RepubUf
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, tamtahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor il Tahun 2O2O
jeltang. Cipta Kerja (Gmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tamtatran
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Mene tapkan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarg
Perangkat Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentarg Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lA7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi darl Nomenklatur
Perencanaar Pembangunan dar Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dal Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan L€mbaian Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.IA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KAI}UPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah prenyelenggaraal Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Dae rah dall Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintalml daerah yang memimpin melaksarakan urusan
pemerintalnn yang menjadi kewenalgan daeral otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewar Perwakilan Rakyat Daerah, yang setanjutrrya disingkat

DPRD, adalah lembaga perwakitan ralryat Daerah yang
berkedudukal sebagai unsur penyelenggaJa Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalal Sekretariat pada DPRD.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya

disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilal
Ralryat Daerah Kabupaten Purworejo.

9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD.
10. Kepala Subbagian ada.la}I Kepala Subbagia-n pada Sekretariat

DPRD.
I l. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yarg diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan keda sebagairnara diatur
dalam peraturan perundang-undangajr tentalg organisasi dan tata
kerja instansi.

12. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan pedarjian keda yarrg bekerja pada
instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatal Fungsional ada.lah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian daJl keterampilan tertentu.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Sekreta-iat DPRD dipirnpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis
operasional berkedudukar di bawah dan bertanggr:ng jawab kepada
pimpinar DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten h:rworejo.

,
t

2

6
3

,\ f 5

h
6

,-
7

D

8

q
9

K ?
11

1
i(tL il

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


Bagian Kedua
T\rgas

Pasa-l 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakar administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung meLa-ksanakan tugas dan
fimgsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli
yalg dipertukan oleh DPRD da.lam melaksanal<an hak dal fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

Bagiaa Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian,

legislasi darl publikasi serta fasilitasi penganggaran dan pengawasar;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian,

legislasi dan publikasi serta fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian,

legislasi dan publikasi serta fasilitasi Pengarggaran dan pengawasan;
d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan keselsetariatan kepada

seluruh unit orgalisasi di fingkungart Sekretariat DPRD; dan
e. pelaksaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas da! fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagiar Umum dan Keuangar;
c. Bagiaa l,egislasi dan Publikasi;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;dan
e. Jabatan Fungsional.
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(2\Baqpn organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercaltum dalam l^ampiran yang tidal terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Setsetaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memtnpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

(1) Bagian Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2) Bagiar Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpir oleh Kepala Bagian.

Pasa.l 8

Bagian Kedua
Sekretaris DPRD

Pasal 6

Pasa.l 9

BaBian Umum dan Keuangalr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, mela-ksaaakal, dan pengendalian di bidang rlnum dan
keuangan, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan
kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Bagian Umum dan Keuargan menyelenggarakan fungsi:
4 penyiapan penunusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelal(sanaan tugas bidang perencanaan dan
keualgan;

b. penyiapan perumusan kebtakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksaraan tugas bidang lurum dan
kepegawaiaa;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasal Lain yang diberikan oleh Sekretaris DpRD
sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 1O

(l) Slsunan Organisasi Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana
dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf b, terdiri a-tas :

a Subbagian Perencanaanr dan Keuangan;dal
b. Subbagian Umum dan Kepegawaia-n.
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(2) Subbagian sebagaimara dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yartg berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan
Keuargan.

Pasal I 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusal dan melaksalakan keb[jakar teknis, serta
pembinaan di bidang perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD
dan DPRD, yang meliputi:
a. menyelenggarakar perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b. meny.rsun perjanjian kinef a;
c. menyelenggaralan administrasi keuangan;
d. menyelenggarakan layanan keuargan dan keseja}teraan DPRD;dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Umum dar Keuargan sesuai dengan tugas jabatamya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebija.kan teknis, serta pembinaan di
bidang umum darl kepegawaiar, yang meliputi:
a. menyelengga.rakan administrasi bara.ng milik daerah;
b. menyelenggaralal ad-oinistrasi uEuE:
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan adfiriristr:asi kepegawaian;
g. menyelenggarakan layanan administr:asi DPRD;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum dan Keuangarr sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bagian l,€gislasi dan Publikasi

Pasal 13

(1) Bagian Legislasi dan Publikasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2) Bagian Legislasi dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 14

Bagiar kgislasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13
ayat (1) mempunyai tugas menyiapkar bahal perumusal kebijal<afl
teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bidang legislasi darl peningkatal kapasitas dan
publikasi.
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Pasal 15

Da-lam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14,
Bagian L€gislasi dan Publikasi menyelenggarakal fungsi:
a penyiapan perumusan kebijakan teknis, peEbinaan, peLaksanaan dan

pengendalian di bidang legislasi;
b. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan

pengendalian di bidang peningkatan kapasitas dan publikasi DPRD;dan
c. pelaksaraan tugas kedinasar lain yang diberilar oleh Sekretaris DPRD

sesuai dengal tugas dar fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bagian kgislasi dan Publikasi seb.gaimana
dimaksud dalaE Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatar
Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksana-kan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatar bidarg legislasi dan publikasi, melalui penetapar sebagai
Sub Koordinator sesuai dengal ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian legistasi dan Publikasi.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator trgislasi;dan
b. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas dan Publikasi

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekuralg-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator I-gislasi mempunyai tugas melakuka! menyiapkan bahan
pemmusan dan melaksanakan kebijalan teknis, serta pembinaan di
bidalg legislasi, yang meliputi:
a. melaksanakan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan pen]rusunan dan pembahasan program
pembentukan Peraturan Daeralt;

2. memfasilitasi pelaksanaan pembahasal Rartcangan Peraturan
Daerah;

3. memfasilitasi pelaksaraar penyelenggaraan Kajiar perundang-
Undangan;

4. melaksanakan fasilitasi penJmsunan penjelasan/Keterangan
dan/atau Naskah Akademik;dan
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5. memlasilitasi pelaksanaan penyusunan Tata Tertib DPRD.
b. melaksanakan dan mengawasi kode etik DPRD, melputi:

1. memfasilitasi pelaksanaan penyusuna, kode etik DPRD;dart
2, memfasilitasi pelaksanaan kode etik DPRD.

c. melaksanakart tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
kgislasi dan Publikasi sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Peningkatan Kapaeitas dan Publikasi mempunyai tugas
mela-kukarr menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis, serta pembinaan di bidang peningkatan kapasitas dan publikasi,
yang meliputi:
a. meningkatkan kapasitas DPRD, meliputi :

1. Eemlasilitasi orientasi DPRD;
2. memlasilitasi biEbingar teknis DPRD;
3. melaksanakar publikasi dan dokuEentasi Dewan;
4. menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
5. menyediakal Tenaga Alrli Fraksi;
6, menyelenggarakan hubungan masyarakat;dan
7. meolasilitasi penrusunan Program Kerja DPRD.

b. memfasilitasi tugas DPRD, meliputi:
1. mem.fasilitasi Koordinasi dan Kodsultasi Pelaksanaart Tugas DPRD;
2. mernlasilitasi Penyusunan t"aporan Kinerja DPRD;
3. memlasilitasi Pelaksanaan TUgas Badan Musyawarah;darr
4. mem{asilitasi Tugas Pimpinar DPRD.

c. melaksanakan tugas kedinasa.n lain yarg diberikan oleh Kepala Bagian
Iagislasi dan Publikasi sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bagian Fasilitasi Penganggaran dart PeDgawasan

Pasa.l 19

(l) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawassn dipimpin oleh Kepala
Bagian.

Pasal 20

Bagiaa Fasilitasi Penganggaran dart Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebija.kar teknis, pembinaar, melaksanakan, dan
pengendalia.n di bidang fasilitasi pengalggaran, fasilitasi pengawasan,
serta ketjasama dan aspirasi.
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Pasal 21

Dalam melaksa.rEkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Ba8ian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebtalan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengendalian di bidaflg fasilitasi pengangga.ran;
b. penlrrapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksalaan, dan

pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan;
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengendalian di bidarg kerjasama dar aspirasi;dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Selcetaris DPRD

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal22

(1) Susunan Organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan
Kerjasama dan Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l)
huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksalakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Fasilitasi PenganSgaran, Pengawasan dan Kedasama
dan Asptasi melalui penetapar sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruarg lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Fasilitasi Pengalggarar, Pengawasan dan Kedasama
dar Aspirasi.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran;
b. Subkoordinator Fasilitasi Pengawasar;dar
c. Subkoordinator Kedasama dan Aspirasi.

{4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kuralgnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasa.l 23

Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran mertrpunyai tugas meLakukan
menyiapkan bahan perumusan dal melaksanakan kebijal<an teknis, serta
pembinaan di bidang fasilitasi penganggarar, yang meliputi:
a. melaksanakan fasilitasi pembahasan KLJA dan PPAS;
b. melaksanakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS Perubahan;
c. melaksanakan fasilitasi pembahasa.n APBD;
d. melaksanakan fasilitasi pembahassn APBD Perubahan;
e. melaksanalan fasilitasi pembahasan Laporan Semester;
f. melaksanakan fasilitasi pembahasan Pertanggungjawaban ApBD;dan
g. meLaksanakan tugas kedinasan lain yang diberi.Ean oleh Kepali eagian

Fasilitasi Pengarggaran dan Pengawasan sesuai dengan jabatannya.
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Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan Eempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusar daII melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan
di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan, yallg meliputi:
a. melaksanakan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang

Pemerintahan dalr Hukum;
b. melaksanakan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang

Infrastrulitur;
c. melaksanakan fasilitasi pengawasarr urusan pemerintahan bidang

Kesejahteraan Rakyat;
d. melaksanakan fasilitasi pengawasErn urusan pemerintahan bidang

Perekonomian;
e. melaksanakan fasilitasi peogawasan urusan pemerintahan bidang

Sumber Daya Alam;
f. melaksanakan fasilitasi pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan

laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
g. melaksanakan fasilitasi pengawasan Penggunaan Anggaran;
h, melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Kepala Daerah;dan
i. melaksanalar tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la Bagian

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas menyiapkarl
bahan perumusan dan meLaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan
di bidang kerjasama dar aspirasi, yang meliputi:
a. memlasilitasi penyerapar dan penghimpunan aspirasi masyarakat,

Eeliputi :

l melaksarakan fasilitasi kunjungan keda dalam daerah;
2. melatsanakan fasilitasi penlusunal pokok-pokok Pikirar DPRD;

dan
3. melaksanakan fasilitasi Pelaksanaan Reses.

b. memfasilitasi pembahasan kerja sama daerah, yang meliputi:
1. melaksanakar fasilitasi, verifrkasi, dan koordinasi persetujuan

kerjasama daerah;dan
2. melaksanakan fasilitasi penJrusunan bahan komunikasi dan

publikasi.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala Bagiar

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas
jabatanflya.

Bagian Kelima
Jabata:r Fungsional

Pasal 26

(1) Pejabat Fungsional berkedudul€n sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Sekretariat DPRD

Pasal 24
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(2) Pejabat Fungsional sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Lalgsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi PratErna, Pejabat Admirfstrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengen
pelaksanaan tugas Jabatar Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatal berdasarkan analisis tugas da.Ir
fungsi unit kerja, alalisis jabatan, dalt analisis bebal kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundarg-undangan.

(5) Pembinaar terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilalrukan sesuai ketentual peraturan perundang-
undaagan,

Pasal 27

Jabatan F\-rngsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretaris DPRD, Kepala Bagiar, Kepala Subbagian, Subkoordinator
dan Jabatan Fungsional dalam melal<sanal<an tugasnya berdasarkal
peratuian perundang-undangan dan kebijakan yarg ditetapkan oleh
Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Passl 29

Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator
dan Jabatan F\:ngsional dalam melaksalakan tugasnya
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencalaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD, Kepala Bagiar, Kepala
Subb_agral, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, _ integrasi _dal sinkronisasi secara vertikal maupun
horizontal baik ke dalam maupun antan: satuan organisasi daiam
lingkungan Pemerintah Daerah serta instarsi lain sesuai dengarr tugas[Esrng-masrng. 
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(1) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian darr
Subkoordinator bertanggung jawab dalam memimpin,
mengoordinasikan dan memberikan bimbinga-n serta petunjuk-
petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.

(2) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dan
Subkoordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
darl bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporar tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporar masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan orgarisasi
lain yang s€cara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Passl 31

BAE} V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Jenjang jabatan darr kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuar peraturan perundang-undangan,

Pasal 33

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris DPRD, Kepala Bagian,
Kepala Subbagial, dan Subkoordinator dari bawallal dapat diolah
dan dipergunakan sebagai bahan menlrusun laporal lebih lanjut
dan dijadikan bahar untuk memberikan petunjuk kepada bawallan

Selcetaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator
dar Jabatan Fungsional diangkat dal diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(t) Seketariat DPRD wajib menJrusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasa:.kal analisis jabatan dan
a-nalisis bebar keda.

(2) Menyrsun_ kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuf€n untirkjangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
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BAB Vt

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peratura-n Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 56 Ta}lun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 56 Seri D Nomor 3), dicabut
dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januai 2O22

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perafuran BupaLi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2'+ s.pt{L.! ,21

I BUPATI PURWOREJOJ

b
fr AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purqr'orejo
pada tanggal 24 S.pt.rt ! 202,

I SEKRETARIS DAERAH ;ABUPATEN PURwoRLIo,

J.
€ sArD RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2'21 NOMORTT SERI   NOMOR 21
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